SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 38
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN IZIN ANGKUTAN
PEMADU MODA BERDASARKAN KUALITAS (QUALITY LICENSING)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 38 Tahun 2012 telah ditetapkan Pedoman
Penyelenggaraan Izin Angkutan Pemadu Moda Berdasarkan
Kualitas (Quality Licensing);

b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
188.34/1484/OTDA tanggal 12 Maret 2020 hal Fasilitasi
Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara, Peraturan
Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
disesuaikan dan disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Izin Angkutan Pemadu Moda Berdasarkan
Kualitas (Quality Licensing);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);



0.

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3821),

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5675);
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12.

13.

K.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 260,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5594);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Izin Angkutan Pemadu Moda Berdasarkan
Kualitas (Quality Licensing);

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor
39), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2018 Nomor 19);
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14. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 38 TAHUN
2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN IZIN ANGKUTAN
PEMADU MODA BERDASARKAN KUALITAS (QUALITY LICENSING)

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan lzin
Angkutan Pemadu Moda Berdasarkan Kualitas (Quality
Licensing) (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012
Nomor 38) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
B. ANGKUTAN PEMADU MODA JENIS TAKSI

1. STANDAR TEKNIS KENDARAAN

a. dilayani dengan mobil penumpang umum 2 (dua) ruang
dan/atau 3 (tiga) ruang atau station wagon/van yang
memiliki konstruksi penumpang 2 (dua) ruang.

b. dilengkapi argometer yang disegel oleh instansi yang
berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta
ditera ulang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

c. dilengkapi tulisan “TAKSI” yang ditempatkan diatas
atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan
warna putih atau kuning apabila dalam keadaan
kosong dan padam apabila argometer dihidupkan.

d. umur kendaraan maksimal 7 (tujuh) tahun.
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memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan
persyaratan laik jalan yang dibuktikan dengan surat
tanda nomor kendaraan dan buku uji yang masih
berlaku.

logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada
pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah
atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah
nama perusahaan.

lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan
disamping kanan tanda taksi.

tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada
dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-
masing perusahaan angkutan taksi.

radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat
berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat
pengendali operasi dan/atau sebaliknya.

keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan
biaya tambahan yang di tempatkan pada sisi bagian
dalam pintu belakang.

nomor wurut kendaraan dari setiap perusahaan
angkutan yang ditempatkan pada bagian depan,
belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam
kendaraan.

persentase tingkat kegelapan kaca film yang dipasang
maksimum 60 %.

. dilengkapi dengan sabuk keselamatan sesuai dengan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun
2002 tentang Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan
Menggunakan Sabuk Keselamatan.



Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 3 April 2020
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd
EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 13 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,
ttd

R.SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh.KEP. BIRO HUKUM,

AP SIREGAR
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690421 199003 2003




